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ABSTRAK 

 

 

PENYELESAIAN KAWIN LARI (SEBAMBANGAN)  

PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN  

DI KECAMATAN GUNUNG ALIP, TANGGAMUS. 

 

 

Oleh 

 

RATIH OKTA PRAMUDITA 

 

 

 

Sebambangan dilakukan oleh pasangan muli dan mekhanai sesuai dengan 

kesepakatan keduanya. Sebambangan dalam masayarakat adat Lampung Saibatin 

berbeda dengan Lampung Pepadun. Namun dalam kehidupan sehari-hari, tradisi 

sebambangan dalam masyarakat adat Lampung Saibatin mulai jarang dilakukan 

dikarenakan sebambangan merupakan penyimpangan dari adat. Proses 

sebambangan dimasyarakat Lampung Saibatin tentunya memiliki aturan 

penyelesaiannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sebambangan pada masyarakat 

Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus. 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan tipe penelitian 

bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari 

studi lapangan dengan cara wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari 

studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. 

 

Hasil penelitian mengenai sebambangan serta penyelesaiannya pada masyarakat 

adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus menunjukkan 

terdapat faktor penyebab terjadinya sebambangan yaitu faktor internal (suka sama 

suka, pendidikan dan faktor usia) dan faktor eksternal (ekonomi, restu orang tua, 

sosial, menghindari biaya yang besar dan keterpaksaan). Pelaksanaan dari 

sebambangan dimulai saat muli meninggalkan rumah dengan sejumlah uang 

peninggalan (tengepik) kemudian muli dilarikan kerumah keluarga mekhanai dan 

proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian sebambangan  dilakukan tahapan-

tahapannya, yaitu Ngattak Pengunduran Senjato/Ngattak Salah, Bepadu/Bepalah, 

Manjau Mengiyan/Sujud, Ngattak Daw(Nguperadu Daw), Sujud/Sungkem. Akibat 

hukum dari sebambangan ini berupa perubahan status muli dan mekhanai,serta 

peralihan kekerabatan semenjak perkawinan terjadi maka beralih semua tanggung 

jawab orang tua muli kepada suami dan keluarga besar mekhanai. Sebagai 
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masyarakat adat patrilinial maka muli berpindah kedudukan atau status dari 

hukum adat kekerabatan keluarga orangtuanya pindah atau masuk kedalam 

hukum adat kekerabatan suami (keluarga laki-laki) 

 

Kata Kunci : Penyelesaian, Sebambangan, Adat Lampung Saibatin 



PENYELESAIAN KAWIN LARI (SEBAMBANGAN)  

PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN  

DI KECAMATAN GUNUNG ALIP, TANGGAMUS. 

 

 

Oleh: 

RATIH OKTA PRAMUDITA 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA HUKUM 

 

 

Pada  

Bagian Hukum Keperdataan 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 







 



RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Nama Lengkap Penulis adalah Ratih Okta Pramudita. 

Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 11 Oktober 

1994. Penulis merupakan anak pertama dari dua 

bersaudara dari pasangan Rafian dan Sugiarti. 

 

 

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Fransiskus 2 

Rawa Laut pada tahun 1999, Sempat sekolah di Sekolah Dasar Fransiskus 2 

Rawalaut sampai tahun 2003 lalu pindah ke Sekolah Dasar di SDN 1 Rawa Laut 

pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama di SMPK BPK Penabur Bandar 

Lampung pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas di SMA XAVERIUS 

Pahoman Bandar Lampung pada tahun 2013. 

 

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung 

melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada 

tahun 2013. Selama Menjadi mahasiswi penulis aktif mengikuti kegiatan seminar 

daerah maupun nasional dan organisasi yaitu Korps Muda BEM angkatan IX 

(KMB IX) BEM U KBM Unila 2013/2014, Staff Ahli Kementrian Aksi dan 

Propaganda BEM U KBM Unila 2014/2015, Sekretaris Komisi II DPM U KBM 

Unila 2015/2016, dan Sekretaris Umum HIMA PERDATA 2016/2017. 



 

 

 

 

MOTO 

 

 

“Setiap tindakan yang dilakukan, resiko siap dihadapi” 

 

(Ratih Okta Pramudita) 

 

 

“Jika Anda ingin membuat mimpi Anda menjadi kenyataan, hal pertama yang 

harus Anda lakukan adalah bangun.”  

 

 (J.M. Power) 

 

”Jangan takut gagal. Jangan sia-siakan energi untuk menutupi kegagalan. Pelajari 

kegagalan Anda dan lanjutkan ke tantangan berikutnya. Tidak apa-apa gagal. Jika 

Anda tidak gagal, Anda tidak tumbuh.” 

 

(H. Stanley Judd) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pada Masyarakat Indonesia masih terdapat berbagai macam tradisi yang masih 

dilakukan dengan baik maupun telah hilang. Tradisi-tradisi tersebut mengandung 

nilai-nilai budaya dan moral yang memiliki tujuan baik untuk menciptakan 

masyarakat yang berakhlak baik dan berperadaban. 

 

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi serta memiliki 

suatu ikatan yang kuat karena memiliki latar belakang yang sama, mempunyai 

ikatan batin yang sama antara mereka serta tata cara dari wewenang dan kejasama 

antara berbagai kelompok kemudian mempunyai hubungan timbal balik antar 

mereka. 

 

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Perkawinan 

merupakan gerbang terbentuknya keluarga dalam kehidupan masyarakat, bahkan 

kelangsungan hidup suatu masyarakat dijamin dalam dan oleh perkawinan..  

 

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang 

membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam 

                                                           
1
  Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 9 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_kekerabatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pranata
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budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim 

dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara 

pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk 

keluarga. 

 

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal 

ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan, 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 

 

Adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-

bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya 

perkawinan di Indonesia 

 

Perkawinanan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi 

bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum, berupa 

hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain dengan 

siapa salah satu puhak atau kedua-duanya atau suami istri mengadakan hubungan. 

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan  

perkawinan maka ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka  berdua dan 

anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.  

 

Melihat suasana hukum di Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan 

serta masih mengakui adanya hukum adat pasti memiliki keberagaman hukum 

adat yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan, sebagaimana yang telah 

                                                           
2
 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi, Sinar Grafika, 2001, hlm 6 

https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
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dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara memajukan 

kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin 

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 

budayanya, maka masih terdapat masyarakat adat yang mempertahankan budaya 

atau hukumnya dalam segala aspek kehidupan termasuk pengaturan tentang 

hukum perkawinan. Setiap suku memiliki hukum adat perkawinan yang berbeda 

sesuai dengan ciri khas daerah dan sejarahnya masing-masing. Misalnya Suku 

Jawa, Papua, dan Batak yang memiliki tata cara atau hukum adat tersendiri dalam 

melaksanakan perkawinan, begitu pula dengan masyarakat adat Lampung. 

 

Masyarakat adat Lampung ini dikategorikan ke dalam masyarakat hukum 

genealogis, yaitu suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para 

anggotanya terikat pada suatu garis  keturunan yang sama dari satu leluhur, baik 

secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung 

karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.
3
 Pertalian perkawinan timbul 

hubungan hukum antara suami isteri dengan anak-anak dan harta perkawinan, 

malainkan juga timbulnya hubungan hukum kekerabatan, anatara menantu dan 

mertua, hubungan periparan dan besanan dan antara kerabat yang dan yang 

lainnya. 

 

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, 

tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga 

mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya 

                                                           
 
3
 Hilman Hadikusuma; 2003; Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia; Mandar Maju; 

Bandung., hlm 108. 
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merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi 

perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya 

mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.  

Perkawinan merupakan suatu paguyupan atau somah (jawa: keluarga), dan bukan 

merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami-istri 

sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan. 

 

Bentuk perkawinan meminang merupakan bentuk perkawinan yang dipandang 

paling terhormat, baik dalam perkawinan Islam maupun perkawinan adat. Namun, 

melihat kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis tentu  perkawinan tidak 

dilakukan dengan cara meminang saja, karena dalam masyarakat adat ada tata 

cara tertentu untuk sampai kejenjang perkawinan salah satunya adalah kawin lari.
4
 

 

Masyarakat adat Lampung yang terbagi dalam Lampung Saibatin dan Pepadun 

memiliki cara pelaksanaan hukum perkawinannya yang berbeda – beda karena 

memang dalam adat Lampung pun masih memiliki keberagaman. Begitu pula 

dengan masyarakat adat Lampung Saibatin yang memiliki hukum adat 

perkawinan sendiri. Akan tetapi, secara umum seluruh masyarakat adat Lampung 

memiliki suatu adat atau kebiasaan dalam perkawinan yang sudah ada sejak 

zaman dahulu yang salah satunya dikenal dengan istilah kawin lari 

(sebambangan). Latar belakang kawin lari atau Sebambangan ini adalah 

                                                           
4
 Rahmat Budi Nuryadin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sebambangan Dalam 

Pernikahan Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus Di Talang Padang, Tanggamus, Lampung), 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013 , hlm 21 
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dikarenakan “cinta kasih” yang melampaui batas, dan atau karena pihak pemuda 

tidak mampu memenuhi biaya adat perkawinan yang diminta pihak gadis.
5
 

 

Sebambangan merupakan salah satu adat masyarakat Lampung yang masih 

bertahan sampai sekarang ini. Sebambangan adalah awal atau cikal bakal 

terjadinya perkawinan antara gadis yang selanjutnya disebut muli
6
 dan bujang 

yang selanjutnya disebut mekhanai
7
 yang memiliki hubungan spesial dengan 

maksud ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi takut tidak mendapatkan 

restu dari orangtua serta keluarga dan adanya keinginan untuk mengikuti adat 

yang ada sehingga melaksanakan proses sebambangan. 

 

Sebambangan dilakukan sesuai dengan janji antara muli dan mekhanai, saat 

sebambangan, muli meninggalkan surat dan uang peninggalan atau tengepik 

dengan jumlah sesuai permintaan dari muli, yang kemudian surat dan tengepik 

tersebut diletakkan di suatu tempat oleh si muli agar keluarganya dapat 

menemukan surat dan tengepik tersebut.  

 

Contoh peristiwa yang terjadi pada masyarakat adat Lampung Saibatin di 

Kecamatan Gunung Alip , Pada Tahun 2016 seorang muli berinisial AY 

melakukan sebambangan dengan mekhanai pilihannya yang berinisial AN. 

Mereka bertempat tinggal di Pekon Suka Raja. Mereka melakukan sebambangan 

dikarenakan dari pihak laki-laki tidak merestui hubungan mereka. AY pergi dari 

rumah dengan meninggalkan uang tengepik sebesar Rp.15.000.000 yang terdapat 

di kamarnya. Mereka melakukan sebambangan diluar Pekon Suka Raja yaitu di 

                                                           
5 Hilman Hadikusuma, Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung, Mandar Maju, Bandung, 

1990, hlm. 162. 
6
 Muli adalah sebutan anak perempuan dalam bahasa lampung 

7
  Mekhanai adalah sebutan anak laki-laki dalam bahasa lampung 
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Pekon Banjar Negkhi , dan menginap selama 3 hari dirumah pembantu penghulu 

Pekon Banjar Negkhi karena masih kerabat dari mekhanai. Kemudian tiga hari 

setelah sebambangan proses penyelesaian mulai dilakukan . Awalnya keluarga 

dari muli tidak terima karena anaknya dibawa lari oleh mekhanai, namun keluarga 

dari mekhanai menjelaskan bahwa kedua anaknya saling mencintai dan ingin 

menikah tanpa adanya paksaan dari kedua pihak akhirnya orang tua muli 

memaklumi dan menyetujui. Muli dapat diterima oleh keluarga dari pihak 

mekhanai sehingga terhitung satu bulan dari proses sebambangan, keduanya dapat 

melangsungkan perkawinan seperti yang diharapkan (penyelesaian selesai dan sah 

menjadi suami istri)
8
 

 

Peristiwa sebambangan ini juga banyak terjadi pada masyarakat Lampung, 

khususnya di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya peristiwa sebambangan  yang telah terjadi pada tahun 2012-2016 

pada masyarakat Lampung di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus.
9
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Hasil wawancara dengan informan Bapak Matnur Gelar Himpunan selaku pembantu 

penghulu  Pekon Banjar Negkhi pada tanggal 20 September 2016 pukul 12.16 Wib. 
9 Sumber : Hasil wawancara kepada Tokoh Adat, Penghulu dan Sekretaris Pekon Banjar 

Negkhi pada 20 September-25 Oktober 2016. 
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Pada desa-desa tersebut masih terjadi sebambangan dengan rincian persentase 

sebagai berikut:  

Tabel 1: Perkawinan Sebambangan yang terjadi pada tahun 2012-2016 di 

Pekon Banjar Negkhi 

TAHUN 
JUMLAH 

KK 

JUMLAH 

PASANGAN 

YANG 

MENIKAH 

JUMLAH PASANGAN 

YANG MELAKUKAN 

SEBAMBANGAN 

PERSEN

TASE 

2012 748 KK 261 pasang 15 pasang 5,75% 

2013 769 KK 243 pasang 17 pasang 6,7% 

2014 819 KK 191 pasang 8 pasang 4,19% 

2015 847 KK 102 pasang 11 pasang 10,7% 

2016 881 KK 161 pasang 
10 pasang 

( sampai bulan 

Desember 2016) 

6,2 % 

Sumber : Hasil wawancara kepada Tokoh Adat, Penghulu dan Sekretaris Pekon 

Banjar Negkhi pada 20 September-25 Oktober dan bulan Desember 2016. 

 

Di latarbelakangi di atas, bahwa pada pekon Banjar Negkhi memiliki latar 

belakang adat-istiadat yang masih cukup kental dengan adat sebambangan 

tersebut. Bila dilihat dari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2016 ini 

pasangan yang melakukan sebambangan naik turun, dikarenakan masyarakat 

lebih memilih untuk melakukan perkawinan secara umum daripada melakukan 

perkawinan secara Sebambangan, karena proses sebambangan membutuhkan 

waktu yang tidak sebentar. 
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Sebambangan terjadi bukan begitu saja, namun ada beberapa alasan muli dan 

mekhanai melakukan sebambangan, yaitu: 

Tabel.2 Alasan Melakukan Sebambangan 

Sumber : Hasil penyebaran kuisioner kepada 10 Pasangan suami isteri yang melakukan 

sebambangan di Pekon Banjar Negkhi pada tanggal 16-18 Desember 2016 

 

Tabel diatas menunjukan alasan melakukan sebambangan. Bila dilihat berdasakan 

tabel bahwa alasan untuk menghindari biaya yang besar dapat diselesaikan dengan 

cara kedua pihak keluarga dikumpulkan bersama untuk membahas jalan 

keluarnya. Alasan untuk melakukan sebambangan selanjutnya yaitu tidak adanya 

restu dari salah satu pihak keluarga, alasan ini bisa terselesaikan apabila kedua 

belah pihak dipertemukan dan adanya tokoh adat yang menemani dalam proses 

pertemuan itu , serta dari muli dan mekhanai menyakinkan salah satu orang tua 

mereka yang tidak setuju agar dapat memberikan restunya. Selanjutnya alasan 

melakukan sebambangan karena keterpaksaan, keterpaksaan ini bisa diselesaikan 

oleh yang bersangkutan saja, misalnya si muli dengan orang tuanya dan bisa 

memberikan  keyakinan bahwa dengan terpaksa ini tidak dapat membuat anaknya 

Alasan Suami Isteri Jumlah Persentase 

Menghindari 

Biaya yang 

mahal 

3 2 5 25% 

Mangikuti 

tradisi yang 

sudah ada 

3 2 5 25% 

Tidak direstui 2 3 5 25% 

Terpaksa 0 1 1 5% 

Agar orang tua 

memberikan 

restu 

2 2 4 20% 

Total  10 10 20 100% 
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bahagia kelak. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti hukum adat perkawinan masyarakat adat Lampung Saibatin dengan judul 

“Penyelesaian Kawin Lari (Sebambangan) pada masyarakat adat Lampung 

Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus.” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah 

penyelesaian kawin lari (sebambangan) pada masyarakat adat  Lampung Saibatin 

di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan dengan 

spesifikasi hukum adat. Lingkup penelitian ini adalah hukum adat dalam hukum 

keluarga yang di dalamnya membahas tentang hukum perkawinan masyarakat 

Lampung khususnya di Pekon Banjar Negkhi yang dikenal dengan istilah 

sebambangan dengan pokok bahasan yaitu alasan melakukana sebambangan, 

proses pelaksanaan sebambangan, proses penyelesaian sebambangan. 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

Mengetahui dan memahami alasan melakukana sebambangan, Memahami proses 

pelaksanaan dan proses penyelesaiannya, pada masyarakat adat Lampung Saibatin 

di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu : 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan 

kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama hukum adat lebih 

khususnya hukum adat perkawinan masyarakat adat Lampung Saibatin. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis karya tulis atau skripsi ini adalah untuk : 

1. Memperluas wawasan penulis dalam lingkup hukum adat khususnya hukum 

adat Lampung Saibatin dalam bidang hukum keluarga yaitu hukum 

perkawinan masyarakat adat Lampung Saibatin; 

2. Bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan kalangan birokrat 

pemerintahan yang ada kaitannya dengan hukum adat; 

3. Referensi bahan bacaan dan sebagai sumber data atau acuan bagi peneliti 

yang berhubungan dengan hukum adat, khususnya hukum adat perkawinan 

masyarakat adat Lampung Saibatin. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Masyarakat Hukum Adat 

Masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan 

teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud.
10

 Susunan dan bentuk seluruh anggota 

persekutuan masyarakat tersebut terikat atas faktor yang bersifat territorial dan 

genealogis. 

 

Secara teoritis pembentukan masyarakat hukum adat disebabkan adanya faktor 

ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. 

Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah 

faktor genealogis (keturunan) dan faktor territorial (wilayah). 

 

1. Masyarakat Hukum Genealogis 

Masyarakat Hukum genealogis memiliki suatu pengikat antara satu sama lain 

yaitu berupa kesamaan dalam garis keturunan, artinya setiap anggota kelompok 

masyarakatnya terikat karena berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut 

para ahli hukum adat Hindia – Belanda masyarakat hukum genealogis ini dapat 

dibedakan dalam tiga macam yaitu bersifat patrilinial, matrilinial dan parental 

atau bilateral. 

 

                                                           
10

 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Op.Cit. hlm.105 
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a. Masyarakat Patrilinial 

Masyarakat patrilinial adalah masyarakat yang susunan masyarakatnya ditarik 

berdasarkan garis keturunan bapak, sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. 

Adapun yang termasuk kedalam masyarakat patrilinial adalah masyarakat adat 

Lampung, Sumatera Utara, Irian, Maluku, dan Nusa Tenggara. 

b. Masyarakat Matrilinial 

Masyarakat yang matrilinial merupakan kebalikan dari masyarakat yang 

patrilinial, dimana susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis Ibu 

sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Adapun masyarakat yang 

termasuk kedalam masyarakat matrilinial adalah Minangkabau, Semendo di 

Sumatera Selatan, Kerinci dan beberapa suku kecil di Timor. Masyarakat 

matrilinial ini tidak mudah dikenali, karena masyarakat matrilinial jarang 

menggunakan nama-nama sukunya meskipun ada. 

c. Masyarakat Parental atau Bilateral 

Masyarakat parental atau bilateral adalah gabungan antara masyarakat patrilinial 

dan masyarakat matrilinial, sehingga masyarakat parental ini lebih dikenal 

dengan masyarakat yang mengambil jalur tengah (seimbang), dimana masyarakat 

parental atau bilateral dalam susunan masyarakatnya diambil dari garis 

orangtuanya yaitu garis bapak dan garis ibu. Adapun yang termasuk kedalam 

masyarakat parental atau bilateral adalah masyarakat adat Jawa, Aceh, Melayu, 

Kalimantan dan Sulawesi. Pada dasarnya asas perkawinan dalam UUP bertujuan 

membentuk keluarga yang memiliki persekutuan parental yaitu tidak ada garis 

yang menjadi prioritas, melainkan antara suami dan isteri memiliki kedudukan 

yang sama. 
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2. Masyarakat Hukum Teritorial 

Masyarakat Hukum teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang 

anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu. Hal 

ini berarti dalam persekutuan masyarakat teritorial anggotanya terikat satu sama 

lain berdasarkan persamaan tempat tinggal. Menurut R. Van Dijk persekutuan 

hukum teritorial dapat dibedakan kedalam tiga macam, yaitu :
11

 

a) Persekutuan Desa, seperti desa orang jawa yang merupakan suatu tempat 

kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa 

pendukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa 

yang berkediaman di pusat desa. 

b) Persekutuan Daerah, seperti kesatuan masyarakat “nagari” di 

Minangkabau, “Marga” di Sumatera Selatan dan Lampung, “negorij” di 

Minahasa dan Maluku. 

c) Perserikatan dari beberapa Desa, yaitu apabila diantara beberapa desa atau 

marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri 

mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama. 

 

3. Masyarakat Hukum Genealogis-Teritorial  

Dalam Masyarakat Hukum Genealogis-Teritorial anggotanya bukan hanya terikat 

pada tempat kediaman daerah tertentu saja, melainkan juga terikat pada hubungan 

keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan. Pada suatu daerah 

yang terdapat masyarakat hukum genealogis-teritorial akan berlaku dualisme atau 

pluralisme hukum yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan 

perundang-undangan, hukum adat yang berlaku bagi semua anggota kesatuan 

                                                           
11

 Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hlm. 106-107. 
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masyarakat desa yang bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya 

masingmasing dan tentu saja berlaku pula hukum antar adat yang berbeda dalam 

pergaulan masyarakat campuran. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat parental 

atau bilateral adalah kesatuan masyarakat hukum yang patrilinial genealogis 

dimana para anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman melainkan 

juga terikat pada garis keturunan. 

 

B. Bentuk dan Tujuan Perkawinan Adat 

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem 

perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas ataupun bentuk 

perkawinan lainnya. Perkawinan adat merupakan perihal yang tidak terlepas dari 

hukum perkawinan adat, dimana hukum perkawinan adat diartikan sebagai aturan 

aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara 

pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Terdapat 

banyak aturan-aturan perkawinan adat di Indonesia yang sesuai dengan latar 

belakang masyarakat dan daerahnya masing-masing. Di Indonesia sudah terdapat 

pengaturan tentang perkawinan secara Nasional yaitu UUP. Akan tetapi dalam 

perkembangannya, di berbagai daerah masih memberlakukan hukum adat 

perkawinan, karena memang dalam UUP hanya diatur masalah perkawinan secara 

umum saja. 
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Melihat suasana hukum adat di Indonesia, yaitu dalam masyarakat adat 

Patrilinial, Matrilinial, dan Parental terdapat bentuk-bentuk perkawinan adat 

yang masih berlaku dan dipertahankan, diantaranya adalah :
12

 

1. Perkawinan Jujur 

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang 

(barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat 

yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki) seperti masyarakat Bayo, 

Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku. Pemberian uang atau barang 

jujur (Bayo : unjuk, Batak : boli, tuhor, paranjuk, pangoli, Nias : beuli niha, 

Lampung : segreh, seroh, daw adat, Timor-Sawu : belis, wellie, Maluku : beli, 

wilin) dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak 

kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar 

dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam 

persekutuan hukum suaminya. Hal ini berarti setelah dilakukannya perkawinan 

maka isteri tunduk dan patuh terhadap aturan hukum adat suaminya. Ini berarti 

dalam konsep perkawinan jujur yaitu adanya suatu perpindahan kewargaan adat. 

Pada umumnya, dalam perkawinan jujur berlaku adat “pantang-cerai”, sehingga 

senang atau susah selama hidupnya isteri dalam menjalani rumah tangga harus 

menahan dan tidak boleh melakukan perceraian, hal ini sejalan dengan asas yang 

terdapat di dalam UUP sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Akan tetapi 

ada yang harus dipahami dalam konteks perkawinan jujur, bahwa perkawinan 

jujur bukanlah mas kawin menurut hukum Islam, karena uang jujur adalah 

kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria 

                                                           
12 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, op.cit hlm. 183-190. 
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kepada kerabat wanita untuk dibagikan kepada tua-tua kerabat (marga/suku) pihak 

wanita, sedangkan mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad 

nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi). 

2. Perkawinan Semanda 

Perkawinan semanda pada umunya berlaku di lingkungan masyarakat adat 

matrilinial yaitu mengambil garis ibu sedangkan garis ayah dikesampingkan. 

Perkawinan semanda merupakan kebalikan dari perkawinan jujur, dimana calon 

mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan uang jujur kepada pihak wanita, 

melainkan pihak wanita melakukan pelamaran kepada pihak pria. Oleh karena itu, 

dalam perkawinan semanda setelah perkawinan berlangsung maka suami berada 

di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada 

bentuk perkawinan semanda yang berlaku, apakah perkawinan semanda dalam 

bentuk “semanda raja-raja”, “semanda lepas”, “semanda bebas”, “semanda 

nunggu”, “semanda ngangkit”, “Semanda anak dagang”.
13

 Pada umumnya, 

dalam perkawinan semanda kekuasaan pihak isteri yang lebih berperan, 

sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah “nginjam jago” (meminjam jantan) 

hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab dalam keluarga atau 

rumah tangga. 

3. Perkawinan Bebas (Mandiri) 

Pada umumnya bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri berlaku di 

lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (orang tua), seperti pada 

masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi. Dimana 

keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah 

                                                           
13

 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia,  Op.Cit., hlm. 82. 
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tangga. Bentuk perkawinan mandiri ini merupakan perkawinan yang dikehendaki 

oleh peraturan nasional yang berlaku di Indonesia yaitu UUP bahwa kedudukan 

dan hak suami dan isteri berimbang atau sama, suami adalah kepala rumah tangga 

dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkawinan adat dalam bentuk mandiri ini, 

setelah berlangsungnya perkawinan maka suami dan isteri akan memisahkan diri 

dari keluarga atau kerabat masing-masing, serta membangun keluarga atau rumah 

tangga masing-masing. Sedangkan orang tua atau kerabat hanya memberikan 

bekal (sangu) untuk kelanjutan rumah tangga mereka. 

 

4. Perkawinan Campuran 

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi 

antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan/atau berbeda 

agama yang dianut. Sedangkan dalam UUP yang dimaksud perkawinan campuran 

hanyalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan 

kewarganegaraan. Terjadinya perkawinan campuran ini akan menyebabkan 

masalah hukum antara tata hukum adat dan/atau hukum agama, yaitu hukum 

mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. 

Akan tetapi dalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan 

keluar untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga perkawinan campuran dapat 

dilaksanakan. Pada dasarnya perkawinan campuran bukan hanya sebatas 

perbedaan kewarganegaraan sebagaimana yang didefiniskan dalam UUP, karena 

perbedaan suku pun menjadi perkawinan campuran seperti suku Lampung 

menikah dengan suku Jawa, dengan catatan memiliki kepercayaan yang sama baik 

sejak lahir maupun sebelum perkawinan dilakukan (mualaf). 
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Setiap perbuatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, 

begitu pula dengan perkawinan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang 

akan dicapai. Pasal 1 UUP menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan 

sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam 

Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 

menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Bagi masyarakat 

hukum adat yang bersifat kekerabatan, tujuan perkawinan adalah untuk 

mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau 

keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat, untuk 

memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, serta untuk mempertahankan 

kewarisan. Dengan demikian maka tujuan perkawinan menurut hukum adat 

pastilah berbeda-beda antar suku bangsa satu dengan suku lainnya. 

Tujuan perkawinan untuk mempertahankan keturunan itu masih bertahan sampai 

saat ini, kecuali masyarakat adat dengan kekerabatan parental, dimana ikatan 

kekerabatannya sudah lemah. Oleh karena itu, secara keseluruhan perkawinan 

dilakukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mempertimbangkan kelestarian 

hukum adat. 

C. Sistem Perkawinan Adat 

1. Sistem Endogami  

Dalam  sistem  ini  orang  hanya  diperbolehkan  kawin  dengan seorang  dari  

suku  keluarganya  sendiri.  Sistem  perkawinan  ini  kini jarang terjadi di  

Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah  saja  yang  secara  
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praktis  mengenal  sistem  endogami  ini,  yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang, di 

daerah ini pun sistem ini kan lenyap dengan  sendirinya  kalau  hubungan  daerah  

itu  dengan  daerah  lainnya akan  menjadi  lebih  mudah,  erat  dan  meluas.  

Sebab  sistem  tersebut  di daerah  ini  hanya  terdapat  secara  praktis  saja;  lagi  

pula  endogamy sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang 

ada di daerah itu, yaitu parental. 

2. Sistem Exogami  

Dalam  sistem  ini,  orang  diharuskan  menikah  dengan  suku lain.  Menikah  

dengan  suku  sendiri  merupakan  larangan.  Namun demikian,  seiring  

berjalannya  waktu,  dan  berputarnya  zaman  lambat laun mengalami proses 

perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan  itu  diperlakukan  

hanya  pada  lingkungan  kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat 

dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru 

dan Seram. 

3. Sistem Eleutherogami  

Sistem  eleutherogami  berbeda  dengan  kedua  sistem  di  atas, yang memiliki 

larangan-larangan  dan keharusan-keharusan. Eleutherogami  tidak  mengenal  

larangan-larangan  maupun  keharusan-keharusan tersebut.  Larangan-larangan  

yang terdapat dalam sistem ini adalah  larangan  yang  berhubungan  dengan  

ikatan  kekeluargaan  yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan 

ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak 

atau ibu. Atau  larangan  kawin  dengan  musyahrah  (per-iparan),  seperti  kawin 

dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini dapat dijumpai hampir di 

seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Jawa. 
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D. Tinjauan Hukum Perkawinan Adat 

Perkawinan menurut Ter Haar adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan 

masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.
14

 Hal ini berarti bahwa perihal 

perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan 

masyarakat, martabat serta urusan pribadi, bukan hanya sebatas urusan antar 

pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan. 

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat 

hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat 

hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan 

adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-

anak, bujang-muli) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari 

para calon suami, istri)
15

. Dengan demikian, menurut hukum adat perkawinan bisa 

merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan 

urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan. 

Adapun asas perkawinan adat yaitu: 

1. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah 

untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau 

keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, 

untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk 

mempertahankan kewarisan.
16

 Sedangkan menurut UUP tujuan perkawinan 

                                                           
14

  Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1983, hlm.22 
15

 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.8 
16

 Hilman Hadikusuma, Op.Cit. hlm. 22 
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bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
17

 

2. Sahnya Perkawinan 

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di 

Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang 

dianut masyarakat adat bersangkutan.
18

 Hanya saja meskipun sudah sah menurut 

agama yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari 

masyarakat adat bersangkutan. 

 

3. Asas Monogami dan Poligami 

Pada dasarnya, dalam masyarakat adat secara umum mengenal adanya asas 

monogami yaitu seorang laki-laki hanya menikah dengan satu perempuan. Akan 

tetapi dalam hukum adat dikenal adanya poligami yang terjadi pada raja-raja adat 

dahulu. Menurut hukum adat lokal di kalangan orang-orang saibatin di Lampung, 

yang juga nampak di daerah-daerah lain di Indonesia, para isteri raja adat itu 

mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, tergantung asal-usul dari mana wanita 

yang diperisteri itu.
19

 

 

4. Persetujuan 

Menurut hukum adat, setiap pribadi sudah dewasa tidak bebas menyatakan 

kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau 

kerabatnya.
20

 Hal tersebut sejalan dengan ketentuan UUP yang mengatur bahwa 

setiap perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan atas persetujuan calon 

                                                           
17 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hlm. 

71. 
18

 Ibid., hlm. 26 
19

 Ibid., hlm. 34. 
20

 Ibid., hlm. 43 
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mempelai. Di lingkungan masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan 

dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua/wali/kerabat 

kedua pihak (Lampung, rasan tua), dan atau terjadi berdasarkan pacaran 

(Lampung, bekehaga) dan persetujuan bujang muli (Lampung, rasan sanak), dan 

atau dari rasan sanak meningkat pada rasan tua. 

 

5. Batas Usia 

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas usia untuk 

melangsungkan perkawinan. Hal mana berarti hukum adat membolehkan 

perkawinan semua umur. Akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan 

menimbulkan perbedaan antara masyarakat adat patrilinial, matrilinial, dan 

parental. Hal tersbut terjadi dikarenakan laki-laki dan perempuan yang memiliki 

status sebagai seorang anak tidak memiliki wewenang untuk menentukan jodoh 

atau pendamping hidupnya. ketentuan UUP yang menentukan batas usia minimal 

untuk melangsungkan perkawinan yaitu bagi pria yang telah mencapai usia 19 

tahun dan wanita berusia 16 tahun. 

 

6. Perjanjian Perkawinan 

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam 

hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk 

keluarga/kerabat mereka. Pada umumnya, perjanjian yang dibuat dalam hukum 

adat merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis, tetapi diumumkan di hadapan 

Para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan 
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7. Hak dan Kewajiban 

Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa 

Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral maupun multilateral 

(patrilinial dan matrilinial) ataupun yang beralih-alih, kewajiban untuk 

menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami-isteri) bukan semata-mata 

menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari suami isteri itu sendiri. Dengan 

demikian hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang sesuai 

dengan tujuan hukum adat maupun hukum nasional bukan semata tanggung jawab 

suami dan isteri melainkan tanggung jawab dua keluarga. Selain itu, sebagai 

suami dan isteri keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling 

menghormati, cinta mencintai, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Oleh 

karena itu, suami dan isteri sejatinya memiliki hak dan kewajiban yang sama atau 

kedudukan keduanya adalah sama, tidak ada diskriminasi diantara keduanya. 

 

E. Masyarakat Adat Lampung 

Dilihat dari adat istiadat ulun atau orang Lampung terdiri dari dua golongan, yaitu 

ulun Lampung yang beradat Pepadun dan ulun Lampung yang beradat Saibatin. 

Mereka yang dimaksud ulun Lampung asli adalah ulun Lampung yang berasal 

dari keturunan Sekala Berak yang berbudaya dan berbahasa Lampung. Ulun 

Lampung Pepadun bertempat tinggal agak jauh dari pantai terdiri dari Abung 

Sewo Mego, Megopak Tulang Bawang, dan Pubian. Sedangkan ulun Lampung 

Saibatin bertempat tinggal di pesisisr pantai yaitu Melinting,atau Meringgai, Kota 

Agung, Kalianda, Belalau, dan Krui. 
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Kehidupan orang Lampung sehari-hari berpedoman pada prinsip piil pesenggiri. 

Konsep piil artinya rasa atau pendirian yang harus dipertahankan, sedangkan 

pesenggiri pada dasarnya mengutamakan harga diri. Jadi piil pesenggiri  

singkatnya adalah harga diri. Adapun prinsip harga diri adalah sebagai berikut: 

a) Pesenggiri, 

b) Juluk buadek, 

c) Nemui nyimah, 

d) Nengah nyepur, 

e) Sakai sembayan. 

 

Pesenggiri diartikan sikap dan perilaku pantang menyerah dan perbuatannya yang 

dapat dijaga atau meneggakkan nama baik martabat secara perseorangan maupun 

kelompok kerabat agar tetap dipertahankan, apa saja termasuk nyawanya demi 

untuk kepentingan pesenggiri tersebut. Pesenggiri  pada seseorang dapat juga 

mengakibatkan ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu walaupun merugikan 

diri sendiri. 

 

Juluk buadek berasal dari kata juluk dan buadek. Juluk artinya nama panggilan 

kesayangan dimasa kecil yang diberikan oleh sang kakek kepada cucunya, 

sedangkan buadek adalah gelar yang diberikan setelah seseorang berkeluarga dan 

diresmikan dalam upacara adat. Gelar atau panggilan itu erat kaitannya dengan 

kedudukan atau pembagian kerja dalam kekerabatan. 

 

Nemui nyimah berarti ramah-tamah, suka menerima tamu, dan berbaik hati, sopan 

satun kepada semua pihak, baik terhadap orang luar, maupun dengan siapa saja 

yang berhubungan dengan mereka. Sudah menjadi adat istiadat orang Lampung 
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suka tolong-menolong sejak bujang-gadis, suka beri-memberi, atau kirim-

mengirim setelah dewasa dan berumah tangga. 

 

Nengah nyepur adalah ikut terlibat dalam kegiatan dimasyarakat, terutama dengan 

orang sejajar kedudukan adat atau dengan orang yang lebih tinggi. Dengan kata 

lain, bercampur dan berinteraksi dengan orang lain, tetapi dalam pergaulanlah ia 

diajak bekerja kasar di dekat kampung halamannya, apalagi pekerjaan itu 

dianggapnya sebagai pekerjaan kuli yang akan dilihat oleh sanak saudaranya. 

 

Sakai sembayan berarti orang Lampung suka tolong-menolong, gotong-royong, 

bahu-membahu, dan saling memberi terhadap sesuatu yang diperlukan bagi orang 

lain. Hal saling tolong-menolong ini tidak hanya terbatas pada sesuatu yang 

bersifat materi saja melainka juga dalam arti moril, termasuk sumbangan saran 

dan pikiran. 

 

Denyut piil pesenggiri ini masih sangat terasa dalam kehidupan ulun Lampung 

Pepadun, terutama Abung Sewo Mego yang cenderung mempertahankan 

pandangan hidup harga diri yang didampingi oleh unsur-unsur juluk buadek, 

nemui nyimah, nengah nyepur, dan sakai sembayan. Jika pada kehidupan ulun 

Lampung Pepadun denyut piil pesenggiri masih sangat terasa, maka sebaliknya 

piil pesenggiri  dikalangan ulun Saibatin sudah mulai melemah. Orang-orang 

yang memegang teguh adat ini hanya terbatas di kalangan pemuka adat. 

Lemahnya adat di kalangan ulun Lampung Saibatin ini mungkin karena adanya 

pengaruh budaya dan pandangan hidup islam. 
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Ulun Saibatin yang bertempat tinggal di pesisir pantai dalam perkembangan 

selanjutnya banyak dipengaruhi oleh budaya pantai, seperti dari Minangkabau, 

Bengkulu dan Banten. Oleh karena itu, banyak sebutan kebangsawanan mereka 

seperti, datuk, dalom, temenggung, penggawa, pangeran dan sutan, kria dan 

radin. Ulun Saibatin dalam prosesi adat penobatan gelar kebangsawanan mereka 

tetap menjaga kemurnian darah atau trah kepunyimbangannya. Gelar adat (adok) 

serta hierarki adat ini sudah berkurang, terutama karena adanya pengaruh ajaran 

islam, sehingga memberi beberapa ciri-ciri adat ulun Saibatin yang telah 

mendapat pengaruh budaya pantai karena tempat tinggalnya di pesisir antara lain: 

a) Martabat keturunan adat tetap, tidak ada upacara peralihan adat, 

b) Jenjang kedudukan Saibatin tanpa tahta Pepadun, 

c) Bentuk dan pola perkawinan dengan bujujogh dan semanda, 

d) Pakaian adat hanya dimiliki dan dikuasai Saibatin (sigor, mahkota 

sebelah), 

e) Kebanggan keturunan terbatas hanya pada kerajaan saibatin, 

f) Pengaruh agama islam lebih kuat 

g) Peradilan adat mulai melemah.
21

 

 

F. Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung Saibatin 

Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang 

dipandang ada antara seseorang ayah dengan anak serta antara seseorang ibu 

dengan anak. Kekerabatan yang dimaksud, secara institusi menunjukkan pada 

hubungan darah, perkawinan, dan keturunan. Sistem kekerabatan dijelaskan 

bukan hanya saja karena adanya ikatan pekawinan atau karena adanya hubungan 

                                                           
21

  Ali Imron, Pola Perkawinan Saibatin,Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2005, hal 17 
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keluarga, tetapi adanya hubungan darah. Kunci pokok perkawinan adalah 

kelompok keturunan atau linege dan garis keturunan atau descent. Anggota 

kelompok keturunan saling berkaitan karena mempunyai nenek moyang yang 

sama. Kelompok keturunan ini dapat bersifat patrilineal atau matrilineal. 

 

Menurut Koentjaraningrat, para ahli antropologi dapat menggunakan 10 prinsip 

universal dalam meneliti suatu kekerabatan. Sepuluh prinsip tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Angkatan, 

2. Percabangan keturunan, 

3. Umur, 

4. Seks dari para kerabat, 

5. Seks kerabat yang menghubungkan, 

6. Seks dari si pembicara, 

7. Perbedaan antara kerabat darah dengan kerabat karena kawin, 

8. Keadaan hidup atau wafat dari kekerabatan yang menghubungkan, 

9. Principle of polarity dan 

10. Umur dari penghubung 

 

Dalam meneliti sistem kekerabatan masyarakat Lampung Saibatin, merujuk pada 

pendapat Hoebel, Frost dan Maria yang menggunakan prinsip ini terhadap orang 

Lampung Menggala tahun 1993 yaitu dengan sistem: 

1. Adanya perbedaan tingkat generasi (ayah-ibu, kakek dan sebagainya), 

2. Adanya perbedaan tingkat usia dalam satu generasi (saudara tua dan 

saudara muda), 
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3. Adanya hubungan lineal dan korateral (paman, saudara sepupu, dan 

sebagainya), 

4. Adanya perbedaan jenis kelamin (saudara perempuan, saudara laki-laki, 

paman, bibi, dan sebagainya), 

5. Adanya perbedaan jenis kelamin (laki-laki, perempuan), 

6. Adanya perbedaan jenis kelamin dari ayah yang menurunkan kedua belah 

pihak yang melakukan perkawinan (saudara laki-laki dari ayah, saudara 

laki-laki dari ibu, saudara perempuan dari ibu, dan sebagainya), 

7. Adanya perbedaan jenis kelamin dari yang menurunkan kedua belah pihak 

yang melakukan perkawinan (ayah dari ayah, ayah dari ibu, ibu dari ayah, 

ibu dari ibu), dan 

8. Adanya status yang masih hidup dan meninggal. 
22

 

 

G. Prinsip Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung Saibatin 

Pada dasarnya orang Lampung menganut prinsip kekerabatan garis keturunan 

bapak atau patrilineal , yaitu dimana setiap anak laki-laki tertua dari keturunan 

yang lebih tua menjadi pemimpin atau punyimbang, penerus keluarga, penerima 

waris dan ia bertanggung jawab mengatur seluruh anggota kekerabatan. 

 

Sesorang pemimpin, ia harus kawin bujujogh
23

 dengan cara ngeratu. Konsekuensi 

kawin bujujogh terhadap perempuan yang ti(di)jujogh, ia harus meninggalkan 

kerabat dan keluarganya yang telah melahirkan dam membesarkannya, kemudian 

menjadi keluarga di pihak laki-laki. Keterikatan perempuan yang ti(di)jujogh 

                                                           
22

 Ibid, hal 27 
23

 Bujujogh merupakan perkawinan warisan adat satu nenek moyang orang Lampung yang asli, 

yaitu  ketika semua masyarakat Lampung masih tinggal dalam satu wilayah ditahan 

leluhurnya Sekalaberak, 
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dengan harta waris, kelompok kerabat pihak ibu tidak mempunyai apa-apa, 

termasuk pemeliharaan anak kerabat yang kehilangan ayahnya. Sebaliknya pihak 

laki-laki mempunyai kewajiban untuk memelihara anak yang kehilangan ayahnya 

serta isteri-isteri yang kehilangan suaminya. Tanggung jawab atau kewajiban 

pemeliharaan anak yang kehilangan ayah serta isteri kehilangan suaminya hanya 

terbatas pada keluarga anak dan isteri kakak atau adik laki-laki. Oleh karena itu, 

setiap anak perempuan orang Saibatin tidak pernak mendapat waris dari orang tua 

yang melahirkan dan membesarkannya, karena ia sudah terjamin kehidupannya 

oleh pihak suami dan kerabatnya. 

 

Keluarga yang tidak mempunyai keturunan anak laki-laki sebagai penerus 

keluarga atau klen disebut pupus. Untuk mempertahankan kelangsungan 

keturunan sebagai penerus keluarga agar tidak mupus, maka keluarga itu harus 

mengawinkan anak perempuannya dengan cara semenda. Kawin semenda 

sebenarnya merupakan kebalikan dari kawin bujujogh, yaitu laki-laki yang ikut 

isteri. Seorang laki-laki yang kawin semenda, hubungan kekerabatannya dengan 

keluarga dan marga yang melahirkan dan membesarkannya menjadi terputus dan 

ia masuk menjadi keluarga atau kerabat pihak perempuan. Anak laki-laki hasil 

perkawinan anak perempuannya, menjadi penerus trah (patrilineal) keluarga dan 

sebagai penerima waris.
24

 

H. Konsep Perkawinan Adat Lampung Saibatin 

Adat perkawinan adalah merupakan upacara perkawinan menurut tata cara aturan 

adat tertentu. Mulanya perkawinan secara adat bagi orang Lampung baik itu jurai 

pepadun maupun saibatin, keduanya menggunakan pola perkawinan bujujogh. 
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Bujujogh merupakan suatu cara pelaksanaan perkawinan, yang juga menentuakn 

status perkawinan itu sendiri yakni perempuan mengikuti laki-laki sampai akhir 

hayatnya dengan kata lain pihak lelaki yang menentukan garis keturunan 

(patrilinear).  

 

Akan tetapi, khususnya pada suku Lampung Saibatin, adat perkawinan tidak 

hanya dilakukan secara bujujogh tetapi juga dengan cara semanda. Perkawinan 

semanda merupakan cara perkawinan yang diadopsi dari adat Minangkabau, 

dimana segala sesuatu dihitung dari garis keturunan ibu atau wanita Perkawinan 

semanda dilakukan hanya apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki.  

 

Adat perkawinan Lampung baik Pepadun maupun Saibatin dalam 

menyelenggarakan pesta adat perkawinan dapat menyelenggarakan pesta yang 

megah dan mewah sesuai dengan norma dan nilai adat Lampung, maupun secara 

sederhana.  

 “bentuk upacara perkawinan adatnya bermacam-macam dan bertingkat-

tingkat, yang di zaman dahulu berdasarkan tingkat kepunyimbangan. 

Namun dimasa sekarang telah berubah, tergantung pada keinginan, dan 

kemampuan keluarga yang akan menyelenggarakannya dengan meminta 

persetujuan kepunyimbangan yang ada”. 

 

Dalam upacara adat perkawinan Lampung Saibatin ada dua pesta adat, yaitu 

nayuh balak dan bedu’a di lamban  

a. Nayuh balak adalah acara perkawinan besar-besaran yang dilaksanakan 

tujuh hari tujuh malam dengan menyembelih tujuh ekor kerbau. Pelaksanaan 

nayuh balak diputuskan pada rapat adat atau prowatin atas permintaan dan usul 

dari kesepakatan keluarga laki-laki. Rapat ini diadakan sebulan sebelum hari 

perkawinan. 
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b. Bedu’a di lamban adalah acara perkawinan adat yang sederhana. Acara 

dilakukan di dalam rumah sehingga tidak memerlukan tarup. Tradisi adat yang 

dilaksanakan pun sedikit.  

 

I. Perkawinan Lari atau Sebambangan 

Perkawinan lari sering terjadi pada tatanan garis keturunan ayah pada umumnya 

dan wilayah-wilayah parental seperti masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, 

Bugis/Makasar, dan Maluku. Meskipun perkawinan lari merupakan pelanggaran 

adat, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat adat tersebut terdapat tata-tertib 

cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk 

perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran.
25

 Oleh karena dari kejadian 

perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas 

(mandiri), tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak. Sistem 

perkawinan lari dapat dibedakan antara perkawinan lari bersama dan perkawinan 

lari paksaan. Perkawinan lari bersama yang dalam bahasa Belanda disebut dengan 

istilah vlucht-huwelijk, wegloop-luwelijk, Batak : mangalawa, Sumatera Selatan : 

belarian, Bengkulu : selarian, Lampung : Sebambangan, metudau, nakat, cakak 

lakei, Bali : ngerorod, merangkat, Bugis : silariang, Ambon : lari bini
26

 yaitu 

perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si muli. 

Cara melakukan berlarian tersebut ialah bujang muli sepakat melakukan kawin 

lari dan pada waktu yang sudah ditentukan melakukan lari bersama, atau si muli 

secara diam-diam diambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya, atau si 

muli datang sendiri ke tempat kediaman pihak bujang yang segala sesuatunya 

                                                           
25

 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Op.Cit., hlm. 189 
26

 Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hlm. 189-190. 



32 
 

berjalan menurut tata-tertib adat berlarian. Akan tetapi, pada masyarakat adat 

Lampung sangat jarang terjadi seorang muli yang datang sendiri ke rumah pria, 

jika hal tersebut terjadi maka terdapat keadaan yang tidak baik bagi si muli (hamil 

di luar perkawinan yang sah). Pada dasarnya perkawinan lari terjadi atas 

kesepakatan antara bujang dan muli, akan tetapi terdapat pengecualian bagi 

perkawinan lari paksaan (Belanda : Schaak-huwelijk, Lampung : Dibembangkan, 

ditekep, ditenggang, ditunggang, Bali : Melegandang) adalah perbuatan melarikan 

muli dengan akal tipu, atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan 

si muli dan tidak menurut tata tertib adat berlarian.
27

 

J. Kerangka Berfikir 

   

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkawinan adat merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki 

dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Misalnya 

seperti proses sebambangan dalam masyarakat adat Lampung Saibatin yang 

                                                           
27 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi, Mandar Maju, 

Bandung, 2014, hlm. 183. 
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terdapat pada Pekon Banjar Negkhi, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus. 

Meskipun sebambangan merupakan sebuah pelanggaran dalam adat, namun bagi 

masyarakat adat Lampung Saibatin hal tersebut merupakan suatu kebudayaan atau 

adat istiadat  yang harus dilestarikan karena memang masyarakat adat Lampung. 

Mluli melakukan sebambangan dengan alasan untuk menghindari biaya yang 

besar, tidak adanya restu dari orang tua sampai adanya keterpaksaan dari orang 

tuanya agar melakukan sebambangan. Proses Sebambangan yang dilakukan oleh 

muli (Gadis) dengan cara si muli dilarikan kerumah kerabat atau keluarga 

mekhanai (Bujang) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun harus diselesaikan 

sesuai dengan tata-tertib hukum adat yang berlaku sehingga proses perkawinan 

dapat dilakukan. Akan tetapi terkadang muncul suatu permasalahan yaitu setelah 

proses sebambangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat, tetapi 

perkawinan tidak dapat dilangsungkan atau batal dikarenakan si muli kembali 

kerumah orangtuanya (melarikan diri) dari kediaman si Mekhanai. Semua kendala 

atau proses yang ada dalam upaya penyelesaian kawin lari harus diselesaikan dan 

pasti akan menimbulkan akibat hukum bagi bujang dan gadis yang melakukan 

sebambangan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 
 
 
 

III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. 

Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum 

tertulis  dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, 

lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan 

kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau 

implementasinya. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum 

tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok 

bahasan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum empiris (empirical law 

research) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku 

(behavior) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat. Dengan kata lain, 

penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam 

masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.
28

 Penelitian 

empiris merupakan dari perilaku nyata sebagai data primer diperoleh dari data 

lokasi penelitian lapangan (field research). Dengan demikian penelitian ini 

merupakan penelitian empiris dimana penelitian ini akan mengkaji tentang 

penyelesaian sebambangan dalam Masyarakat Adat Lampung di Gunung Alip, 

Tanggamus. 
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 Abdulkadir Muhammad, Metode dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 155. 
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B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan 

diteliti.
29

 Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, 

rinci, dan sistematis mengenai penyelesaian sebambangan dalam masyarakat 

hukum adat Lampung Saibatin di Gunung Alip, Tanggamus. 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis 

sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam 

masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi 

ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum 

dan perilaku dalam masyarakat.
30

 Subjek dan objek penelitian ini adalah 

masyarakat Lampung Saibatin yang berdomisili di Pekon Banjar Negkhi tentang 

penyelesaian sebambangan. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu masyarakat dalam suatu 

wilayah yang merupakan sebagai objek. Populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Lampung saibatin di Gunung Alip yaitu Pekon Banjar Negkhi dengan 

jumlah 61 Pasangan suami isteri yang melakukan sebambangan dari tahun 2012 

sampai dengan 2016 
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 Ibid., hlm. 155. 
30

 Ibid., hlm. 102. 
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2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu objek 

guna keperluan penelitian. Pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan 

dengan mengambil sampel sebanyak 20 orang yang melakukan sebambangan di 

dalam masyarakat Lampung Saibatin dalam penyelesaian sebambangan yaitu 

penyelesaian terhadap sebambangan serta sebagai sampel yaitu Pekon Banjar 

Negkhi.  

E. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara 

wawancara kepada tokoh adat, Penghulu, serta sekretaris pekon sebagai informan 

menjadi objek penelitian di wilayah penelitian yaitu Pekon Banjar Negkhi di 

Kecamatan Gunung Alip dengan memberikan kuisioner kepada responden. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustakan dan 

sumber hukum adat dan hukum perkawinan. Data sekunder pada penelitian ini 

adalah tentang penyelesaian sebambangan pada masyarakat adat Lampung, 

literatur-literatur tentang hukum perkawinan adat, jurnal tentang sebambangan 

dan sumber lainnya yang berhubungan dengan bagaimana penyelesaian 

sebambangan. 
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F. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan 

studi lapangan. 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi pustaka adalah studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan 

data sekunder, dengan cara mempelajari konsep perkawinan adat sebambangan 

dan cara penyelesaiannya dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan 

mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan. 

b. Studi lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data 

primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap informan yaitu Bapak Datuk 

Seruis sebagai Tokoh Adat, bapak Ridwan sekretaris Pekon Banjar Negkhi, bapak 

Matnur sebagai penghulu Pekon Banjar Negkhi dan kuisioner yang diberikan 

kepada 20 orang yaitu 10 pasang suami istri yang melakukan sebambangan 

sebagai responden.  

2. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara : 

a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul 

apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai 

dengan permasalahan. 

b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai 

dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis. 
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c. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan 

menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan 

susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya. 

G. Analisis Data 

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis secara kualitatif. Kualititatif yaitu menguraikan data secara 

bermutu dalam bentuk kalimat dan angka yang tersusun secara teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data 

dan pemahaman hasil analisis.
31

 Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke 

dalam angka atau persentase dan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis.. 

Sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik 

kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus 

individual nyata yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara 

ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat 

dari permasalahan yang diteliti. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sebambangan merupakan tradisi adat masyarakat Lampung yang 

disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu meliputi internal dan eksternal. 

Internal meliputi suka sama suka, pendidikan, faktor usia atau umur. 

Sedangkan eksternal meliputi alasan ekonomi, restu orang tua, 

menghindari biaya yang besar, alasan sosial dan keterpaksaan. Semua 

alasan melakukan sebambangan diselesaikan melalui caranya masing-

masing. Berdasarkan tabel nya, alasan suka sama sama suka yang menjadi 

alasan utama muli dan menkhanai melakukan sebambangan di pekon 

Banjar Negkhi, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus. 

2. Proses Sebambangan dilakukan dengan cara muli menginggalkan surat 

dan sejumlah uang peninggalan (tengepik), setelah itu si muli dilarikan 

kerumah keluarga atau kerabat dari si mekhanai sampai orang tua si muli 

menyadari bahwa anaknya dilarikan oleh mekhanai dan terakhir proses 

penyelesaiannya. 

3. Proses penyelesaian sebambangan  dilakukan tahapan-tahapannya, yaitu 

Ngattak Pengunduran Senjato/Ngattak Salah, Bepadu/Bepalah, Manjau 

Mengiyan/Sujud, Ngattak Daw(Nguperadu Daw), Sujud/Sungkem. 
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4. Akibat hukum dalam sebambangan merupakan akibat hukum perkawinan 

yang dilakukan oleh muli dan mekhanai. Akibat hukum tersebut meliputi:  

a.  Akibat hukum bagi para subjek yang melakukan sebambangan 

Kedudukan anak muli  dalam hukum adat bukan lagi anak dari kedua 

orang tuanya, namun sudah menjadi anak mantu pihak orang tua dari 

mekhanai. 

b. Peralihan garis kekerabatan adat dimulai semenjak perkawinan terjadi 

maka beralih semua tanggung jawab orang tua muli kepada suami dan 

keluarga besar mekhanai. Sebagai masyarakat adat patrilinial maka 

muli berpindah dari hukum adat kekerabatan keluarga orangtuanya 

pindah atau masuk kedalam hukum adat kekerabatan suami  atau 

keluarga laki-laki 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan 

kepada beberapa pihak, yaitu : 

1. Tokoh adat, yaitu agar tetap berpegang teguh kepada pedoman hukum adat 

dalam menyelesaikan permasalahan sebambangan sertat membuat peraturan adat 

yang mengatur mengenai penyelesaian sebambangan maupun proses menuju 

perkawinan agar penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang ada. 

2.  Masyarakat Adat Lampung yaitu generasi muda agar dapat melestarikan dan 

mempertahankan adat istiadat budaya khusunya adat Lampung supaya tidak 

punah 
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